BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas,maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuatan hibah terhadap anak angkat berdasarkan Putusan Perkara
Nomor : 11/Pdt.G/2007/PN.Ska pada umumnya telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan berlaku, yaitu : dibuat oleh
dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akan tetapi dari
sudaut pandang hakim dalam perbuatan hibah tersebut bertentangan
dengan ketentuan hukum adat daerah Surakarta dan di Jawa Tengah
pada umumnya yaitu anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan
orang tua angkatnya yang bukan gonogini. Secara teori kepastian
hukum, maka kepastian hukum terhadap hak dari anak sah atau anak
kandung dari si pemberi hibah atas sebidang tanah yang berlokasi di
Surakarta tersebut telah tercapai berdasarkan putusan dari Pengadilan
Negeri (PN) Surakarta, dengan dikabulkannya gugatan dari anak sah
atau anak kandung dari Alm Abdullah Djoeffri semasa hidupnya
selaku si pemberi hibah dan Enny Sarawati, Sarjana Hukum (Tergugat
I) serta Edy Suhono (Tergugat Il) selaku si penerima hibah atas
sebidang tanah dan rumah yang berlokasi di Kodya Surakarta tersebut.

2. Konsekuensi hukum dari perbuatan hibah terhadap anak angkat pada
Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2007/PN.Ska adalah tidak sah atau batal
demi hukum, objek perkara dikembalikan kepada pengugat, selaku

satu-satunya ahli waris yang sah dari si pemberi hibah dan para



tergugat membayar ganti rugi atas perkara tersebut kepada penggugat.
Oleh karena perbuatan hibah tidak sah atau batal demi hukum maka
semua perbuatan hukum yang bersumber pada harta hibah tersebut
khususnya peralihan hak objek sengketa menjadi atas nama terguagat
menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Dalam teori kepastian
hukum, yaitu “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-
wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu, maka gugatan yang diajukan
oleh Erna Mariani (penggugat) telah tepat dan sesuai dengan teori

kepastian hukum tersebut diatas.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalahsebagai berikut :

1. Keterbukaan dan kejujuran dari para pihak terhadap objek yang
dihibahkan dan siapa saja pihak yang berhak menerima hibah sangat
diharapkan untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum
dikemudian harinya atas hibah tersebut, baik terhadap Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) ataupun para pihak itu sendiri. Keluwesan PPAT
dalam menggali keterangan dari klien, khususnya dalam proses hibah
atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya juga sangat
diperlukan agar bisa mengungkap siapa saja para pihak yang berhak
menerima hibah tersebut, sehingga tidak ada timbulnya gugatan,
sengketa ataupun permasalahan hukum lainnya dikemudian hari

setelah selesainya proses hibah tersebut.



2. Kontribusi dari para praktisi hukum dalam memberikan sosialisasi
kepada masyarakat terhadap tata cara hibah yang baik dan benar serta
dampak hukum terhadap hibah yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang undangan sangat diharapkan, agar tidak terjadinya kerugian
dan sengketa dari hibah bagi para pihak dan bagi Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) di kemudian harinya.



